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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 




غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
ء hamzah ̓̓ apostrof 
ى Ya y ye 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di 
atas 
ي kasrah dan yā ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
ًمر : ramā 
ميق : qīla 





4. Tā marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd (   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabbanā 
اىيجو : najjainā 
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 





يهع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
يبرع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 




ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 




Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-




Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   : subḥānahū wa ta‟ālā 
saw. : ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.   : „alaihi al-salām 
H   : Hijrah 
M   : Masehi 
SM   : Sebelum Masehi 
l.   : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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NAMA : Nurhaini 
NIM : 10100113042 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAB PENGELOLAN 
DAN PENGAWASAN  DAN PENGELOLAAN TANAH 
WAKAF DI KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG 
 Rumusan malasah dari skripsi ini adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana 
pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf dikecamatan Curio kabupaten 
Enrekang? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan 
pegawasan tanah wakaf di kecamanatan Curio kabupaten Enrekang? 
 Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan yang di 
gunakan adalah normatif  (syar’i) dan historis sosiologi dalam memahami situasi 
apa adanya. Adapun sumber data Kepala KUA sebagai PPAIW dan Wakif sebagai 
orang yang diberi tanggung jawap atas tanah wakaf. Selanjutnya metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah  Observasi, Wawancar dan 
Dokumentai. Lalu, teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui 
tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Pengelolan tanah wakaf diwilayah Kecamatan Curio sudah memadai 
hanya saja dalam pengusahaaan belum semaksimal, sehingga belum ada 
peningktan tanah wakaf, hal ini disebabkan karna dari Nadzir sendiri kurang 
memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk pengelolaan tanah 
wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan. Pengawasan tanah wakaf pihak 
KUA Kecamatan Curio melalui pejabat desa yaitu kepala desa untuk 
memsetifikasi tanahnya dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah tanah 
pemakaman yang belum memiliki AIW agar segera mendaftarkan, agar bukan 
hanya dianggap klaim dari masyarakat saja. Untuk mengindari kemungkinan 
buruk yang terjadi di kemudian hari.  
 Ditinjau dari pandangan hukum Islam pengelolaan dan pengawasan tanah 
wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
syariat Islam, walaupum belum optimal, dikarenakan kurangnya pengatahuan 
tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan, serta kurangnya akademik baik 
itu berupa sumbangan materi atau moril, kurangnya pendidikan dan kurangnya 
perhatian Nazir terhadap apa yang disampaikan KUA, dan dari pihak KUA yang 
kurang memberi perhatian terhadap pelatihan mengenai nadzir apalagi berkaitan 
dengan masalah sertifikat. 
Implikasi dari penelitian ini bahwa tanah wakaf yang cukup memadai ini 
perlu perhatian dari Nadzir untuk mengusahakan masalah perbaikan dan juga 
masalah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dari pihak KUA sekiranya 
perlu mengadakan pelatihan/Forum untuk Nadzir guna memberikan solusi dari 






A. Latar Belakang Masalah. 
 Jumlah penduduk miskin terus bertambah sejak krisis ekonomi pada tahun 
1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidak seriusan penanganan terhadap nasib 
dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air 
merupakan sikap yang berlawaan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap 
persaudaran dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang 
memasuki peradaban yang sudah maju, banyak dipengaruhi oleh paham 
modernisme barat yang cenderung individualistik dan meterialistik yang pada 
kenyataannya, banyak terjadi penguasaan harta oleh sekelompok orang dan 
melahirkan eksploitasi kelompok minoritas antara si kaya terhadap 
simiskin.
1
Dampak negatif yang timbul akibat kondisi tersebut adalah munculnya 
kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, jumlah 
pengangguran meningkat dan lain sebagainya. Harta tidaklah untuk dinikmati 
sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran islam 
itu melarang orang untuk kaya, malainkan suatu peringatan umat manusia, islam 
mengajarkan fungsi sosial harta.
2
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Abd Manan, M.Fauzan, Pokok-pokok hukum perdata: wewenang peradilan agama 
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 402 
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 Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta 
kekayaan agar tidak hanya menggunakan untuk kepentingan peribadi atau 
keluarga.Akan tetapi sepantasnya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada 
Allah Swt, dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah 
wakaf. Wakaf adalah suatu amal yang sangat disukai oleh umat muslim bagi yang 
mempunyai harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima 
oleh si pemberi wakaf meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikin, 
wakaf dapat dikategorokan sebagai amal jariyah.
3
 
 Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya 
tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan 
pelayanan umum yang dibutuhkan manusia secara keseluruhan atau kebanyakan 
anggota masyarakat.Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang 
dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan 
tempat yang sering dugunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas 
nama pribadi karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk 
mengatur tempat itu, kecuali ia telah memberi mandat untuk pengolahannya 
seperti para pemuka agama dan juru kunci.
4
 
 Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai 
„abudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari 
persamaan iman yang mantap dari solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. 
Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara 
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Imam Muslim bin Al-hajjaj, shahih Muslim, Juz. II, (Bairut: Dar al-fikr, 1993), h.70. 
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hablun min Allah dan Hablun Min an-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia 
diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) 
dihari kemudian. ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus 
mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.
5
 Di Indonesia, wakaf telah dikenal 
dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu 
lembaga Islam.Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan 
masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data 
yang ada di Departeman Agama Republik Indonesia (DEPAG RI), sampai dengan 
bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 
lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf 
dihubungkan dengan Negara yang saat ini menghadapai krisis, termasuk krisis 
ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang sangat 
potensial, namun pada kenyataannya jumlah yang bengitu banyak, pada umumnya 
pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelolah secara produktif. 
Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya masih 
bersifat konsumtif dan belum dikelolah secara produktif.Dengan demikian 




 Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelolah secara produktif 
dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial 
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Satrian Effendi M. Zein, problematika hukum keluarga islam kontemporer, cet.II, 
(Jakarta: Prenada Madia, 2006), h.409. 
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khususnya kepentingan keagamaan mamang efektif, tetapi dampaknya kurang 
berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila 
peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan 
wakaf yang dapat dikelolah secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi 
secara optimal. 
 Secara hukum (yuridis) pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada 
tahun 1997. Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah 
kepada Allah swt, di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari 
suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama 
manusia oleh karenannya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam dapat 
dipergunkan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan 
manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam 
masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi 
kehidupan si wakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan bentuk amalan 
yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.
7
 
 Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset amal yang 
bernilai dalam pembagunan. Agar wakaf di Indonesia memperdayakan ekonomi 
umat, maka Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. 
Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelolah 
secara teradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelolah secara produktif, dengan 
manajeman yang memadai. 
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 Untuk mengelolah wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang harus 
dilakukan sebelumnya, antara lain adalah melakukan pengkajian dan perumusan 
kembali mengenai konsepsi fikih wakaf di Indonesia, membuat Undang-undang 
perwakafan dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.
8
 
 Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf, dapat dijelaskan bahwa 
mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah, serta harta wakaf 
itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan 
sebagaimana layaknya dengan cara produktif.
9
 
 Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf merupakan saat yang dinanti-nantikan. Karena itu hadirnya 
undang-undang tentang wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh 
mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan 
lainnya termaksud DPR. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan 
perundang-undangan tentang tanah wakaf yang sudah ada selama ini, dalam 
Undang-undang tentang wakaf ini terhadap beberapa hal baru dan penting. 
Beberapa dintaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang 
diwakafkan (mauquf bih) dan peruntukan wakaf (Maukuf alaih), serta perlunya 
dibetuk Badan Wakaf Indonesia. 
 Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam Undang-undang ini yang 
dikelolah tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak akan tetapi juga benda 
bergerak yang tentunya sesuai dengan ketentuan syari‟ah dan peraturan 
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 Sesuai dengan pemikiran diatas, maka 
penulis mengangkat permasalah dalam suatu penulisan yang berjudul 
 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN 
PENGAWASAN TANAH WAKAF KABUPATEN ENREKANG” 
B. Rumusan Masalah. 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 
maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio 
Kabupaten Enrekang? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan pegawasan 
tanah wakaf di Kecamanatan Curio Kabupaten Enrekang? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curio 
Kabupaten Enrekang melalui wawancara langsung Nadzir dan yang berkaitan 
langsung dengan penelitian ini. 
2. Deskripsi fokus 
 Deskripsi fokus dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas 
tentang variable-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalah 
pahaman. 
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1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan 
mengumpulkan data, pengolahan data, analisa, dan menyajikan data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 
persoalan.  
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan 
sunnah rasul tentang tingkahlaku manusia mukhallaf yang diakui dan 
diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam (muslim) 
dengan demikian hukum Islam dipahami hukum sya‟ra dan hukum fiqih. 
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 
4. Pengawasan adalah pengamatan atas pelaksaan seuluruh kegiatan unit 
organisasi yang diperiksa untuk mejamin agar seluruh pekerjaan yang 
sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. 
5. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan atau 
diserahkan kepemilikinnya. 
D. Kajian Pustaka 
 Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
pengawasan Tanah wakaf diantaranya: 
1. Skripsi Muh. Nuch. Hatib: Peranan Yayasan Wakaf UMI dalam 
Pengelolaan Wakaf Peoduktif: Skripsi ini membahas mengenai 





topang oleh 5 konsep manajemen islam yaitu: amanah, fathonah, tablig, 
shiddiq dan himayah. 
2. Skripsi Ikhsanuddin Fadhillah pada tahun 2007 dengan judul “Strategi 
Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Majlis 
Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun 
Pulogadung”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi penghimpunan, 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diterapkan oleh majlis 
wakaf dan ZIS pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun 
Pulogadung dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikategorikan 
profesional. Strategi nadzir dalam penghimpunan harta wakaf melalui 
sosialisasi berjalan cukup lancar. Selanjutnya dana wakaf yang telah 
didapatkan dari wakaf tunai digunakan untuk membangun pertokoan serta 
merawat Islamic Center . 
3. Skripsi Muhammad Apriadi tahun 2010 dengan judul “Efektifitas 
Penghimpunan dan Pengelolaan wakaf uang pada baitul maal muamalat 
(BMM)”. Hasil dari penelitian ini adalah penghimpunan wakaf uang pada 
Baitul Maal Muamalat kurang efektif. Faktanya kenaikan jumlah dana 
wakaf yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus bahkan 
cenderung menurun. Yakni pada tahun 2008 dana wakaf uang yang 
terhimpun sebesar Rp. 42.431.091,- dan tahun 2009 dana wakaf uang yang 
terhimpun hanya sebesar 13.129.595,- .  
4. Buku Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. tahun 2014 dengan judul “Evaluasi Sistem 





mengenai evaluasi pengelolaan Wakaf Produktif selain dari itu membahas 
juga mengenai komponen-komponen yang mendukung dan menghambat 
sistem pengelolaan dari Wakaf Produktif yang berada dikota Makassar. 
5. Buku Drs. Muktar Lutfi, M,Pd. Tahun 2011 yang berjudul Optimalisasi 
Pengelolaan Wakaf. Yang mana dalam buku ini membahas wakaf lebih 
luas, seperti pengelolaan , badan wakaf, undang-undang, membahas juga 
mengenai sertifikat wakaf. 
 Dari beberapa literature seperti dipaparkan diatas penulis merasa bahwa 
judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah 
Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang belum ada yang meneliti 
sebelumnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitin 
1. Tujuan 
a) Mengetahui Bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di 
kabupaten Enrekang? 
b) Mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan 
pegawasan tanah wakaf di kabupaten Enrekang? 
2. Kegunaan 
 Dalam Penelitian ini, peneliti mempunyai dua kegunaan: 
a. Kegunaan Praktik, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dijadikan 
gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan juga sebagai 





mempelajari lebih dalam lagi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 
pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf. 
b. Kegunaan Teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar lebih 
memahami tentang tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dan 





TINJAUAN TEORETIS  
A. Wakaf Dalam Lintasan Sejarah  
(1) Wakaf Dalam Sejarah Peradaban Islam  
Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang 
konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang 
dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutus-Nya 
Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab 
yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi 
ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang 
terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma 
sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua 
keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana 
seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian 
hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut 
sejarah perkembangan praktek wakaf :  
a) Praktek Wakaf Sebelum Islam  
Definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki 
kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan 
kepada orang fakir, miskin atau untuk kepentingan publik. Praktek wakaf telah 
dikenal sejak dulu  sebelum  hadirnya  agama  Islam  yang  dibawa  oleh  nabi  





meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak 
tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola 
dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. 
Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, telah banyak masjid, seperti 
masjid Haram dan masjid Al Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan 
bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat. 
1. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW  
Dalam sejarah Islam Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena 
wakaf disyari‟atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua 
hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan yurisprudensi Islam 
(fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah 
SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk di bangun masjid. Pendapat ini 
berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabahdari „Amr bin Sa‟ad 
bin Mu‟ad.11 
2. Wakaf Pada masa Dinasti-dinasti Islam  
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti 
Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf 
tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal 
untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan 
membayargaji para staffnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan 
mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik 
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perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk 
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
12
 
 Pada masa dinasti Umayah terbentuk lembaga wakaf tersendiri 
sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah 
pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola 
dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. 
Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut 
dengan “Shadr al wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf 
pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti 
Umawiyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, 
sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.  
A. Perwakafan di Beberapa Negara Muslim  
 Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia 
dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dalam sejarah 
hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan, 
bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan 
kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas 
suku dan lintas etnis.  
 Lembaga wakaf yang merupakan sektor volunteri (tidak wajib/ghairu 
mafrudlah) dalam ajaran Islam telah menjadi alternatif dalam mengentaskan 
kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai saat 
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sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim banyak yang menaruh 




1. Perkembangan Wakaf di Indonesia  
 Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan 
sering dilakukan oleh masyarakat yang beragam Islam. Hal ini sebagai 
konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti 
Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf 
bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan 
ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat 
Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang 
sifatnyatidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai 
ajaran Islam.  
 Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dalam menyikapi praktek  
dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang 
mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :  
1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 
435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196, dalam surat 
edaran ini tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah 
kolonial tidak melarang praktek wakaf yang dilakukan umat  Islam untuk 
memenuhi keperluan keagamaannya.  
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2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, 
yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A.  
3. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 
3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad Tahun 1934 nomor 13390.  
4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A 
sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini 
merupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai 
tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 
6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.  
 Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa 
penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II 
Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Untuk menyesuaikan dengan alam 
kemerdekaan Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang pewakafan, 
yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 
1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan 
menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama.  
 Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran nomor 
5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, peraturan ini menindaklanjuti 
peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian 
hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, untuk memberikan 
ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan 





menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan 
tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya 
pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, sehingga 
pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf. UU tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk 
kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf 
secaraproduktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).  
 Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada 
umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. 
Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan 
dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi.
14
 
B. Pengertian Wakaf. 
1. Perwakafan dalam Prespektif Hukum Islam 
 Kata wakaf berasal dari bahasa arab waqafa yang berarti berhenti
15
 atau 
menahan atau diam di tempat, atau tetap berdiri.
16
 Untuk menyatakan terminologi 
wakaf para ahli fiqih menggunakan dua kata yaitu habas dan wakaf, karena itu 
sering digunakan kata seperti habasa atau ahbasa dan auqafa untuk menyatakan 
kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan habasadalah kata benda dan jamaknya adalah 
awqaf, ahbas dan mahbus. Namun intinya al habsu maupun al waqf sama-sama 
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mengandung makna al imsak (menahan), al man‟u (mencegah) dan at-tamakkust 
(diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan 
semua tindakan yang tidak sesuai  dengan tujuan wakaf.
17
 
  Sedangkan untuk makna wakaf secara isilah ulama berbeda pendapat, 
mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab 
yang mereka anut, baik dari segi kelaziman atau ketidakla zimannya. Syarat 
pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah 
diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf 
  Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam 
mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi‟i dan imam-imam lainnya.  
1. Menurut Mazhab Syafi‟i 
 Para ahli fikih Mazhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf dengan beragam 
definisi yang diringkas sebagai berikut: 
a. Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf 
dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk 
dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya 
untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Definisi ini dikutip 
oleh Al-Munawi dalam bukunya Al-Taisir. 
b. Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan 
“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan 
benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari 
pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”. 
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c. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan 
“menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta 
tersebut, dengan memutuskan kepemilikan  barang tersebut dari 
pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.  
d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan “menahan 
harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga 
keutuhan harta tersebut”18 
2. Menurut Mazhab Hanafi 
 Ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. 
Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka 
pertentangkan. Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang definisi wakaf 
mereka memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah 
sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad. ed). Terlebih dahulu 
akan dibahas definisi wakaf menurut Abu Hanifah. 
1) Menurut Imam Abu Hanifah 
a. Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan “habsul mamluk an al-
tamlik min al-ghair” yang berarti Menahan harta dari jangkauan 
(kepemilikan) orang lain. Maksud kata mamluk adalah kata untuk 
memberikan pembatasan harta yang tidak biasa dianggap sebagai milik. 
Sedangkan kata an al-tamlik min al-ghair berarti bahwa harta yang akan 
diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. 
Seperti halnya untuk jual beli, hibah atau untuk jaminan. Sedangkan kata 
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al-habsu berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk 
dalam harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut 
Imam Syarkhasi adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan 
menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan 
untuk kepentingan wakif.  
b. Al-Murghinany memberikan definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah 
sebagai berikut. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah Habsul „aini ala milki 
al-wakif wa tashaduq bi al-manfa‟ah (menahan harta di bawah tangan 
pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Istilah seperti 
ini juga dipakai oleh pengarang kitab Al-Tanwir dan pengaran kitab Al-
Kanz . 
c. Pengarang Kitab Al-Durr Al-Mukhtar memberikan definisi wakaf menurut 
versi Imam Abu Hanifah sebagaimana berikut. Habs al„aini ala hukmi 
milki al-waqif, wa tashaduq bi al-manfa‟ah wa lau bi al-jumlah. 
(Penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif 
dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci). 
1. Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah Ulama Hanafiyah 
mendefinisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah 
(yaitu penulis kitab Tanwir al- Abshardan penulis Al-Dur Al-Mukhtar) 
dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar 





Abshardalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf ditahan sebagai 
milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.
19
  
3. Menurut Mazhab Malikiyah 
 Ibnu Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat 
sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam 
kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).
20
 
4. Menurut Ulama Zahidiyah 
 Para ulama Zaidiyah memberikan definisi wakaf dengan definisi yang 
berbeda-beda. Diantaranya adalah:  
1) Definisi pengarang Al-Syifa sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu 
Miftah yaitu pemilikan khusus dengan cara yang khusus dan dengan 
niat mendekatkan diri kepada Allah. 
2) Definisi Ahmad bin Qasim Al-Anisy bahwa wakaf adalah menahan 
harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat mendekatkan diri kepada 
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5. Menurut Hanabilah, Syi‟ah dan Ja‟fariyah 
 Ulama Hanbilah, Syi‟ah dan Ja‟fariyah mendefinisikan wakaf sebagai 
berikut:  
1) Definisi Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah, wakaf yaitu 
menahan yang asal dan memberikan hasilnya  
2) Syamsudin Al-Maqdasy, wakaf yaitu menahan yang asal dan 
memberikan manfaatnya.  
3)  Al-Muhaqiq Al-Huly dari kalangan Ja‟fariyah, wakaf yaitu akad 
yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan 
manfaatnya.  




 Definisi-definisi di atas adalah pernyataan definisi dari para kalangan 
Mazhab masing-masing. Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif yang 
ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan/atau menyerah kansebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk Jangka waktu tertentu sesuai dengan 
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2. Perwakafan dalam presfektif Kompilasi Hukum Islam(KHI) 
 Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memagang 
peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena 
itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari 
hukum nasional. Pengaturan mengenaihukum perwakafan yang berlaku bagi umat 
Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Kompilasi Hukum 
Islam. Selain mengatur aspek teknis prosedural, Buku III Kompilasi Hukum Islam 
juga memperdalam aspek subtantif mengenai perwakafan. Buku Kompilasi 
Hukum Islam mengatur perwakafan pada umumnya. 
 Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 
Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakanbahwa wakaf adalah perbuatan hukum 
seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.  
 Ketentuan dalam pasal 215 angka 4 menentukan, bahwa benda wakaf 
adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang 






C. Dasar Hukum Wakaf 
 Menurut Syafii, Maliki dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang 
disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian umum ayat al-Quran 
maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di Zaman 
Rasulullah diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam 
agama islam ialah: 
Ayat Al-Qur'an antara lain: 
QS Al-Hajj/22:77. 
   
  
   
        
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
23
 
 Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi 





      
   
    
  
    
    
Terjemahnya: 
Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya 
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kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang 




   
    
    
    
     
     
     
 
Terjemahnya: 
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tuju tangkai ; pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa Dia kehendaki. Dan Allah 




QS Ali Imran/3:92. 
    
     
     
      
 
Terjemahnya: 
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, 
tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahuinya.
27
 
 Dalam ayat diatas terdapat kata اُْوقِفُْنت ىَّتَح artinya “shadaqah” ,  َنُْوب ُِّحتا َّمِم 
artinya “sebagian harta yang kamu cintai” maksudnya kata di atas adalah 
mewakafkan harta yang kamu cintai.
28
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 Dasar hukum pada empat ayat diatas sebenarnya tidak secara khusus 
menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikan sebagai sandaran 






Sunnah Rasulullah Saw 
 َو َوا  ِااِاُ مهااا ِ َ  َاُ  ِااا ِا  َوا يِرااَاُِِ  َااا َ ِرااَاع ََ اااَة يِرااَاقَةَق  َ اااِم َثِا م ااام َلاَا َهااَا  َ اَِا  ََِ َا َم ااا ُ ِا َا َاااَم اَذِا  ِااِال َاااَة 
َِ ااَال
 َل وما  َ َُ. ُم 
Artinya: 
"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 
kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)
29
 
 Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak 
akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu: 
a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya 
untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah, 
mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat 
bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah 
amalan wakaf. 
b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi 
kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, 
sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu 
untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis 
buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari. 
c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak 
sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu 
menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada 
semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga 
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 َاللها ى َاَة ِلَا لا ىَاَىَاَ يَراَاَ َب َِ َاَض ِ َأ َبَاَةَأ ِب ََ ََ لْا َم  ُ  َرَلاما َنَأ ََلامه ا َا مللها َىِضَِ َرَلاٌا َم  ُ ِا  َ  ِا ب ََا م 
َاع َثَااَم   اِةمأ  َ َراَاَ َب َِ َاَض ِ َا مي َااِةمأ َاُِ يِللها َر وامسَِ ََاُ سَر َاا ََاَ يَاَه  اب
َِ ِممرِم ى َا  تَُ  َ َاَسَو  
َِ اا  ِا م ا َ اََأ ٌّط
 َو م ااا َ وماَُثَو م َ ااَاَماَُث م ااَاََا َراااَلاما َااَاِع َبَ ااا َُ  ََاَ َه اااةأ َيااا  تَََت َي اااا ِ َنُِ س َااَاع   ِااِاُ ِامرمم ىااَا  َاااَلاََ يم ااا  ِم َث
 َرااا َم  لا  ِ َااَاِع َبَ ااا َُ َاَو معَِ واااماَُثَو م ااا َ وماَُثَو ََه َااا  ةِا م َ ااَاَماَُث م ااَاََا َرَلاماي معَِ واااماُ  ِ بَِاااَس  َِو ِبَااَاَعر لا  َِو ِء
 َر اب َ  َاِاغ َ ُم  َوا  ِ ومر غَلا لَاِاُ َااَه  ا ِم  َاا ِم َىُ  نَا َااَهكاِبلَو  َ ااَم َىاا َا ََم اا َم  َث ِج بااَفلاَو  ِ بَِااَتلا َِ اا ُ ا َُ ِللها َ َ اُ
َِ ااَة
  بَِ ِرَوَلا َمم. 
Artinya: 
“Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra.Memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk 
memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta 
sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh 
menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu 
sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, 
tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar 
menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, 
ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai 
tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik 




 Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil 
tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, 
sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa 
Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta 
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Berdasarkan Hukum Positif 
 Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
perwakafan di Indonesia adalah:
33
 
1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat 
kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan  tanah milik 
dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta 
pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif.
34
 
3. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 
merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan 
yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf 
(KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah 
nazhir (KHI pasal 219ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), 
peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 
2;pasal 221 ayat 2).
35
 
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 
menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 
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wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga 
seperti Islamic Development  Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.
36
 Agar terhindar dari 
kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan 
agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun.
37
 
Upaya supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga 
dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999  
Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara 
produktif. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang 
masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf 
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D. Rukun dan syarat wakaf 
a. Rukun  
 Rukum berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu pilar kuat dan agung. 
Sedangkan dalam pandangana ulama fiqih, rukun adalah bagian dari suatu 
hakikat.
39
 Mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat beberapa perbedaan pendapat 
antara mazhab Hanafi dengan jumhur Fukaha. Menurut ulama mashaf hanafi 
bahwa rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan 
dari wakif) sedangkan qabu (penyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun 
bagi ulama Hanafi disebabkan aqad tidak bersifat mengikat 
 Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-
rukun tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Orang yang berwakaf (al-waqif).  
2. Benda yang diwakafkan (al-mauquf bih).  
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf  alaihi). 
4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighat). 40 
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b. Syarat Wakaf 
 Syarat-syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf. Oleh 
karenannya masing-masing dari rukun wakaf harus memenuhi persyaratan 
tertentu. Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan 
sebagai berikut:  
1. Syarat Wakif (orang yang berwakaf) 
 Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum 
atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan 
hartanya.
41
Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Merdeka  
 Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, 
karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik 
itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, 
dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaaan tuannya. Namun demikian Abu 
Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan 
hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-
Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki 
sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru‟. Bila ia dapat memiliki 
sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.  
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b. Berakal sehat  
 Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak 
berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. 
Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, 
sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan 
tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.  
c. Dewasa (Baligh)  
 Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak 
sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk 
menggugurkan hak miliknya.  
d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)  
 Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 
berbuat kebaikan (tabarru‟), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. 
Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan 
terhadap dirinya sendiri selam hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari 
pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan 
untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi 
beban orang lain. 
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2. Syarat Mauquf bih(harta yang diwakafkan) 
 Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu 
tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang 
diwakafkan.  
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1) Syarat sahnya harta wakaf Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi 
syarat sebagai berikut:  
a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqawwim 
Pengertian harta yang mutaqawwim (al-mal al-mutaqawwim) menurut 
Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan 
dalam keadaan darurat. Karena itu Mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan 
sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk 
ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak mutaqawwim seperti alat-
alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat 
merusak islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari 
aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan mauquf 
alaih memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu 
dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.43 
b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. 
Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun 
m’lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah 
mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah”. Pernyataan wakaf 
yang berbunyi “saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang 
kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah. Latar belakang syarat ini ialah 
karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. 
Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan 
menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan 
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haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan 
batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan 
jelas. Seperti pernyataan berikut : “saya wakafkan tanah saya yang terletak 
di.......”. sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka 
menurut fiqh sudah sah. 
c) Milik wakif 
 Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan itu milik penuh wakif dan 
mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan 
harta yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan 




d) Terpisah, bukan milik bersama (musya’) 
Milik bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak 
dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (musya’)adalah sebagai berikut:  
a. A mewakafkan sebagian dari musya’ untuk dijadikan masjid atau 
pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali 
apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-
batasnya.  
b. A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya’ yang 
terdapat pada harta yang dapat dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini 
tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi 
wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan 
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penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi 
wakaf menerimanya. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun 
belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena 
menurutnya kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf 
kepada yang diberi wakaf.  
c. A mewakafkan sebagian dari musya’ yang terdapat pada harta yang tidak 
dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu 
Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta 
tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin 
memnfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif 
ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya 




2) Kadar harta yang di wakafkan. 
 Sebelum Undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan 
pendapatnya mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu 
harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu 
sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin 
diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa 
menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta 
pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita 
atas keluarganya yang ditinggalkan. 
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 Kehadiran UUWM di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta 
yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpanan tersebut. 
Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan wakif untuk 
mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai 
ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, isteri-isterinya. 
 Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di 
Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan 
kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin 
diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam 
Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
bab wasiat, pasal 201.
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Dari pemaparan diatas berikut ini adalah contoh-contoh Harta yang dapat 
diwakafkan:Benda Wakaf Tidak Bergerak: 
a. Tanah  
b. Bangunan  
c. Pohon untuk diambil buahnya  
d. Sumur untuk diambil airnya  
Benda Wakaf Bergerak: 
a. Hewan  
a. Perlengkapan rumah ibadah  
b. Senjata  
c. Pakaian  
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d. Buku  
e. Mushaf  
f. Uang, saham atau surat berharga lainnya  
3. Syarat Mauquf Alaih. 
 Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan 
wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan 
diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk 
mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT.Karena itu mauquf alaih haruslah 
kebajikan.Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan 
itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada 
Tuhan-Nya. 
4. Syarat Shighat 
 Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah 
tentang shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, maka akan 
dijelaskan lebih dahulu pengertian, status dan dasar shighat.  
1. Pengertian Shighat 
 Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 
berakad untuk menyatakan kehendakdan menjelaskan apa yang diinginkannya. 
Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul 
dari mauquf alaih.Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga 
tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf alaihmemperoleh manfaat harta 






2. Status Shighat 
 Status shighat secara umum adalah salah satu rukun wakaf, wakaf tidak 
sah tanpa shighat. 
3. Dasar Shighat 
 Dasar dalil perlunya shighat ialah karena wakaf adalah melepaskan hak 
milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada 
orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak 
ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan 
sendiri. Karena itu penyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan 
seseorang.Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif 
memberi wakaf.Ijab dapat berupa kata-kata.Bagi wakif yang tidak mampu 
mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. 
 Sedangkan syaratnya adalah Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, 
pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, 
ditambah dua orang saksi.Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang 
diserahi mengurus harta benda wakaf (nazhir).Ikrar dapat dilakukan secara lisan 
maupun tulisan.Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf 
karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit.Akta ini 
minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, 
peruntukan, dan jangka waktu wakaf. 
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf 
 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf (sebagaimana yang 





Tujuan dan fungsi wakaf), harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 
sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, bantuan fakir miskin, 
anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, 
dan/atau kamjuan dan kesejahteraan umum lainny yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan peraturan perundang-undangan. (pasal 22 Bagian Kedelapan 
Peruntukan Harta Benda Wakaf) 
 Penetapan peruntukn harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
dalampasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf (pasal 23 ayat 
1) 
 Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir 
dapat menetapkan peruntukan harta benda yang dilakukan sesuai dengan tujuan 
dan fungsi wakaf. (pasal 22 ayat 2) 
6. Jangka waktu wakaf  
 Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih 
mendetail baik dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf atau Peraturan 
Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. 
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E. Macam-macam Wakaf 
 Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi menjadi dua (2), yakni: 
wakaf khayri dan wakaf ahli atau wakaf Zurri. 
 Adapun wakaf khayri adalah adalah wakaf yang dipergunakan untuk 
amalan kebaikan secara umum atau maslahatul amah, seperti mewakafkan 
sebidang tanah untuk membagun mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan 
sejenisnya; atau mewakafkan harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang 
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yang membutuhkan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. 
Wakaf seperti inilah yang dilakukan oleh umar bin Khattab pasa sebidang tanah 
yang berada di perkebunan Khaibar. 
 Wakaf ahli atau zuhri adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf 
untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi 
hukum Islam, seorang yang mempunyai harta yang hendak mewakafkan sebagian 
hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Bila ada dintara 
mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afdal 
(lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Seorang sahabat 
bernama Abu Thalhah hendak mewakafkan sebagian hartanya, lalu Rasulullah 
menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan. 
 Sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 ayat 1 bagian keempat 
mengenai harta benda wakaf, maka harta benda wakaf itu terdiri dari benda tidak 
bergerak  dan benda bergerak. 
 Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) 
meliputi: 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku baik yang sudah maupun   yang belum didaftar; 
b. Bagunan atau bagian bagunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a). 
c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan kentuan peraturan 





e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (pasal 16 ayat 2) 
 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, 
disita, dihibahkan, dijual, diwariska, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk 
pengalihan hak lainya. (pasal 40 BAB IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf) 
F. Tujuan dan Manfaat Wakaf 
 Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam 
pada pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat 
benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat dari hal tersebut, tentunya saat 
ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu 
dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap 
menjaga kekekalan nilanya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah 
san untuk kemajuan kesejahteraan umum.
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 Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya 
tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf 
yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut:
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a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, 
yayasan islam, perpustakaan umum dan khusus. 
b. Membantu pelajat dan mahasiswa untuk belajar didalam dan  
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 Dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.(Pasal 4 Bagian Kedua 
BAB II dasar-dasar wakaf). Menurut pasal (5), Bagian kedua BAB II Dasar-dasar 
wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
 Fungsi wakaf menurut Hukum Islam adalah memperoleh manfaat benda 
wakaf sesuai dengan tuuannya.Dalam hal ini wakaf untuk selama-lamanya 
Mazhab berbeda pendapat. Para ulama Mashab, kecuali Maliki, berpendapat 
bahwa wakaf selama-lamanya  
G. Prosedur/Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan 
 Prosedur pelaksanaan perwakafan di Indonesia sebelum lahirnya 
perundang-undangan adalah berdasarkan tradisi yang diwarnai oleh islam. 
Sistemnya sederhana, sebaimana yang telah dilakukan oleh sultan Notokusumo I, 
Raja Sumenep pada tahun 1786 M. pada saat itu berkehendak untuk melakukan 
wakaf, ia memanggil putranya (yang akan menggantikannya kelak) dan 
menyatakan kepadanya bahwa beliau akan mewakafkan tanah kota Sumenep 
beserta gedung-gedung yang ada diatasnya untuk (kepentingan) fakir miskin. 
Pernyataan kehendak itu kemudian diuangkapkan ke dalam satu piagam yang kini 
dapat dibaca di museum kabupaten Sumenep. 
 Karna perwakafan yang berlaku di seluruh Nusantara masih bersifat 
sederhana dan beragam, maka pemerintah perluh melakukan usaha dalam rangka 
membuat aturan yang efektif. Dilihat dari wujud wakaf itu dan kepentigan 





masalah perwakafan tanah yang dasar-dasar umum pengaturannya di atur dalam 
Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960). 
 Adapun garis besar tatacara aturan pelaksanaan perwakafan yang termuat 
dalam undang-undang tersebut adalah seorang yang akan melakukan wakaf harus 
menuangkan kehendaknya itu dalam “Surat Pernyataan Wakif” (SPW), dan 
selanjutnya tentang keadaan tanah yang akan diwakafkan termuat dalam “Peta 
Tanah Wakaf” PTW. SPW ituditandatangani oleh wakifdan ditandatangani oleh 




 Karna tata cara pelaksanaan perwakafan yang termuat dalam peraturan 
Pelaksanaan dari UU No. 5/1960, belum memadai, akhirnya pemerinta 
mengeluarkan PP No. 28/1977. Dalam PP No. 28/1977 mengenai tata cara 
perwakaf sudah memadai, karn asudah memuat tentang penulisan dan persaksian 
dari ikrar wakaf yang belum  diatur dalam Peraturan Pelaksanann  UU No. 
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 Dalam Bab III Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berisi 
tentang pendaftaran wakaf dan pengumuman Harta Benda Wakaf, dintaranya: 
 Pasal 32 
PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan herta benda wakaf kepada Instansi yang 
berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta Ikrar Wakaf 
ditandatangani. 
 Pasal 33 
Dalam pendaftaran Harta banda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 
PPAIW menyerahkan: 
a. Salinan akta Ikrar Wakaf. 
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 
 Pasal 34 
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. 
 Pasal 35 
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 
disampaikan oleh PPAIWA oleh Nazhir. 
 Pasal 36 
Dalam hal Harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui 
PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 
Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda 
wakaf. 





Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta 
benda wakaf. 
 Pasal 38 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta 
benda wakaf yang telah terdaftar. 
 Pasal 39 
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman 




 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research (Penelitian 
lapangan) kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
2.  Lokasi penelitian 
 Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah salah-satu kecamatan di 
kabupaten  Enrekang yaitu kecamatan curio. Lokasi untuk mendapatkan informasi 
untuk diteliti. 
B. PendekatanPenelitian 
Dalam hal ini penulis berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan historis sosiologi dalam 
memahami situasi apa adanya. 
C. Sumber Data 
 Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 
1. Data primer 
 Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan 
penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang akan di 




2. Data Sekunder  
 Merupakan data yang diperolehd ari penelitian kepustakaan berupa 
literature, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan 
dengan materi yang di bahas  
D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan tehnik atau 
metode sebagai berikut: 
1. Wawancara 
 Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-
hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.
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wawancara dalam penelitian 
ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab, sambil 
bertatap muka antara peneliti dengan responden . 
2. Observasi 
 Selain dengan pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti dalam 
pengumpulan cara observasi. Yang dimaksud observasi adalah tehnik 
pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap 
gejala-gejala objek yang diteliti, dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 
secara sistematis hal-hal yang ingin diketahui. 
3. Dokumentsi 
 Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari 
data mengenal hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi 
dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara. 
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E. Instrument Penelitian 
 Instrument penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan 
alat bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan 
metode yang diinginkan. Adapun alat bantu yang dimaksud yang akan penulis 
gunakan antara lain: 
1. Pedoman wawancara, yaitu penelitian membuat petunjuk wawacancara 
untuk memudahkan penelitian dalam berdialog dan mendapat data 
tentang bagaimana pegawasan dan pengelolaan wakaf di kec. Curio 
Kab. Enrekang yaitu cara mengetahui sesuatu dengan melihat daftar 
wakaf dan dokumen yang berhubungan dengan informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian. 
2. Kamera handphone yakni alat yang akan penulis pergunakan untuk 
melakukan dokumentasi sehingga informasi yang berbentuk catatan-
catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan dalam penelitian dapat penulis rekan 
dalam bentuk foto. 
3. Tape Recorder (perekam suara) yaitu alat yang akan penulis 
pergunakan untuk merekam percakapan saat melakukan wawancara 
sehingga informasi yang diberikan oleh informan menjadi lebih akurat 
dan objektif. Dalam hal ini penulis akan menggunakan handphone 
untuk merekam percakapan tersebut 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
 Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 




hasil penelitian yang dilakukan kemudian di analisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di 
lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan 





BAB IV  
HASIL PENELITIAN 
A.  Gambaran Umum KUA Kecamatan Curio 
 Kecamatan Curio yang menjadi wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kec. 
Curio adalah pemekaran dari Kec. Alla‟ yang awalnya diberi nama Kec. Alla‟ 
Timur yang kemudian pada tahun 2003 diubah namanya menjadi Kecamatan 
Curio. Keadaan geografis kec. Curio adalah berbukit-bukit di ketinggian 565-
1200m di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Curio berbatasan dengan 
wilayah, diantaranya: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kec. Alla‟ dan Toraja 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Baraka 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Malua 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kab. Luwu 
Luas wilayahnya 178 km
2.  
Penduduk yang beragama islam sebanyak 99.08 %, 
menyebar di sebelas desa. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio berkedudukan di Curio sebagai 
ibukota Kec. Curio, kurang-lebih 55 Km kearah tenggara dari ibu kota 
Kabupaten Enrekang. Dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri  Agama Nomor: 
323 tahun 2002 tanggal 13 juni 2002 pada nomor urut 330 dengan nama KUA 
Alla‟ Timur (Karena ia pecahan dari Kecamatan Alla‟ bagian timur), Kecamatan 




1. Desa Curio,  
2. Desa Sanglepongan,  
3. Desa tallung ura‟,  
4. Desa Sumbang,  
5. Desa Buntu Pema,  
6. Desa Salassa,  
7. Desa Mekkala,  
8. Desa Mandalan,  
9. Desa Peballoran,  
10. Desa Buntu barana,  
11. dan Desa parombean.53 
 Berdasarkan loporan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 peningkatan 
jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Curio tidak pesat hanya 2 %.  
No Kecamatan 
Jumlah Penduduk Pertumbuhan penduduk 
(%) 2014 2015 
1 Curio 17.274 17571 2 
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 Di bawa ini penulis membagi jumlah penduduk berdasarkan desa dan juga 







1 Curio 875 853 1728 
2 Parombean 826 864 1690 
3 Buntu barana 1218 1141 2359 
4 Peballoran 967 983 1950 
5 Mandalan 430 388 818 
6 Mekkala 567 543 1110 
7 Tallung ura‟ 656 658 1314 
8 Sumbang 1027 1003 2030 
9 Salassa 468 465 933 
10 Buntu Pema 1056 1242 2298 
11 Sanglepongan 710 631 1341 
Jumlah 8800 8771 17.571 
 Jumlah penduduk masyarakat di wilayah Kecamatan Curio, di mana 
jumlah penduduk laki-laki berjumlah 8800 Orang dan jumlah penduduk 
perempuan berjumlah 8771 orang
54
, jumlah fasilitas ibadah yang berada di 
wilayah Kecamatan Curio dapat dilihat pada tabel. 
No Desa Masjid Musholah Sekolah, 
dll 
Kuburan Jumlah 
1 Curio 4 2 3 3 12 
2 Parombean 5 1 2 4 12 
3 Buntu barana 5 2 4 5 16 
4 Peballoran 6 1  2 9 
5 Mandalan 2   1 3 
6 Mekkala 3  1 2 6 
7 Tallung ura‟ 5 1  1 7 
8 Sumbang 5  1  6 
9 Salassa 4   1 5 
10 Buntu Pema 2 3 1 2 8 
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11 Sanglepongan 6 1 2 3 12 
Jumlah 47 11 14 24 96 
 Berdasarkan data pada table diatas, jumlah masjid yang ada di wilayah 
Kecamatan Curio berjumlah 47 kemudian yang telah memiliki sertifikat hanya 16 
dan yang belum setifikat berjumlah 31. 
 Mushollah adalah 11(Sebelas), dari jumlah sebanyak ini belum ada 
satupun tanah wakaf yang memiliki sertifikat 
 sekolah dan gedung lain (KUA) 14 dari, pemeparan KUA mengenai tanah 
wakaf yang dibangun diatasnya sekolah dan juga bagunan seperti 
perkantoran/KUA sebagain besar telah memiliki sertifikat dan yang lainnya nazhir 
sendiri belum melaporkan  perkembangannya. Namun data terakhir yang di 
berikan KUA yaitu tahun 2015 hanya ada dua tanah sekolah yang telah memiliki  
sertifikat yaitu MI GUPPI LAMBA dan MTs GUPPI LAMBA yang berlokasi di 
desa Sanglepongan   
 Tanah pemakaman berjumlah 24 seperti halnya dengan Mushollah tanah 
pemakaman belum ada yang memiliki sertifikat, dan keseluruhannya juga belum 
memiliki Akta Ikrar Wakaf.
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 Untuk memperjelas mana yang setifikasi mana yang belum dapat dilihat 
pada tabel.  




1 Masjid 16 31 42 
2 Mushola - 11 11 
3 Sekolah dan KUA 2 12 14 
4 Pemakaman - 24 24 
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B. Pengelolaan dan pengawasan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Curio 
Kabupaten Enrekang 
1. Pengelolaan  
 Pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio keseluruhannya 
dikelola dalam bentuk pengololaan perorangan, kesemuanya di tunjuk langsung 
oleh Nashir untuk mengurus, memelihara dan mengambil manfaat/memanfaatkan 
tanah wakaf. Di sini penyusun berdasarkan data yang diperoleh dari KUA dan 
juga wawancara baik dari KUA dan juga Nazhir. Dalam data yang diperoleh dari 
KUA bahwa tanah yang memiliki luas 10.000 M
2  
dengan Nomor 034 tertanggal 
17-12-1991 dengan No. AIW. W.2/014/11/1990 tertanggal 22-02-1990 yang 
mewakafkan atas nama Mina dengan menunjuk langsung  Nurdin C sebagai 
Wakif untuk diberi tanggung jawab atas tanah tersebut. Diatas tanah tersebut telah 
berdiri diatasnya masjid yang desa sanglepongan desa Lamba. Masjid ini 
sementara mengadakan pembagunan untuk lantai dua. 
  Dalam pembagunan mesjid ini danah diperoleh dari swadaya masyarakat 
yang mana orang orang itu adalah orang-orang yang berasal dari desa ini tapi 
bekerja dan menghasilkan di tanah orang lain (Perantau) seperti irian dan juga 
yang dimakassar dan di derah lain. 
 Kegiatan dalam mesjid ini yaitu pengajian yang diadakan anak-anak muda 
yang tinggal di sekitar mesjid tersebut, pengajian ini dalaksanakan setip hari 
setelah Ashar. Selain kegiatan anak mudah, ibu-ibu juga setiap dua minggu atau 
satu bulan sekali mengadakan pengajiana dalam masjid ini.
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 Musolah di Kecamatan Curio dalam hal ini penyusun mengambil contoh di 
Desa Curio dari beberapa dusun,  musolanya ditempati hanya untuk shalat 
berjamah dan ada beberapa yg di  tempati untuk belajar mengajar TPA kerna 
lokasi TKA/TPA yang sulit di jangkau anak-anak yang berada  didusun lain 
sedangkan di Desa Curio hanya ada 1 gedung TKA/TPA dan yang mudah 
menjangkaunya hanya Dusun Curio  jadi dusun yang lain memanfaatkan mesjid 
dan mosholah dan tak jarang kegiatan belajar mengajar mengaji ini dilakukangan 
di rumah uztas/ustasa yang mengajar. Penulis mengambil contoh dari mashola di 
Desa Curio dusun Ra‟pa Musholah Nur Khairah yang diwakafkan oleh Mustamin 
S.  dan yang ditunjuk sebagai Nadzir untuk mengolah dan memanfaatkan tanah 
wakaf yaitu Saripuddin, S.Ag. 
 Tanah wakaf yang didirikan diatasnya Sekolah, Sama halnya dengan 
sekolah lain sekolah di wilayah Kec. Curio di gunakan untuk belajar megajar 
selayaknya sekolah pada umumnya. Juga untuk tanah pemakaman di wilayah Kec. 
Curio untuk hal pemekamaan masyarakat tidak terlalu jauh untuk memakamkan 
sanak saudaranya yang meninggal karna setiap desa memiliki tanah pemakaman, 
adapun desa yang tidak memiliki tanah pemakam yaitu Desa Sumbang, tapi jarak 
desa ini ke desa lain seperti Desa Curio dapat dikatakan dekat. 
 Di wilayah Kecamatan Curio tanah wakaf yang paling mendominasi yaitu 
Masjid dan mushola dan tanah pemakaman tapi masyarakat juga tidak terpaku 
dengan hal itu tapi perhatihan mereka juga mengenai  lokasi sekolah dan gedung 




2. Pengawasan  
 Salah  satu tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu melaksanakan 
pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, Zakat, Wakaf, Baitul mal dan 
ibadah sosial kependudukan serta membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen BIMAS Islam berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (KMA No. 18/75 pasal 730) 
 Adapun yang berkaitan dengan masalah organisasi perwakafan berada di 
lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) di samping melayani kebutuhan 
masyarakat pada umumnya juga bertujuan untuk mengawasi atau mengelolah 
tanah-tanah wakaf yang berada di kecamatan, agar dalam pelaksanaan sesuai 
dengan apa yang diikrarkan oleh wakif pada saat mewakafkan tanah miliknya 
serta sesuai pula dengan kebijakan pemerintah menurut ajaran Islam. 
 Mengenai pengawasan perwakafan disini pihak KUA Kecamatan Curio 
tengah berusaha melakukan pendekatan pada masyarakat sekitar melalui Kepala 
Desa. Melalui Kepala Desa tersebut, KUA beserta stafnya menerangkan bahwa 
berdasarkan KMA No. 18/75 pasal 729 di bawah pemerintahan Kementerian 
Agama (Depag) KUA Kecamatan bertugas menjalani tugas Depertemen Agama 
yang termaksuk didalamnya mengenai pengawasan wakaf yang ada di tiap-tiap 
Kecamatan. 
 Pentingnya pengawasan agar dari tujuan wakif atau orang yang 
mewakafkan sewaktu Ikrar wakaf terwujud, dan mencegah sekecil mungkin 
adanya penyimpangan terhadab kebijaksanaan, ketentuan maupun rencana yang 
sudah di tetapkan oleh pemerintah dan agar apa yang menjadi tujuan wakif  




penyimpangan yang terjadi akan dikenakan sanksi bagi yang sengaja 
menggadaikan, menjual, menghibahkan, dan sejenisnya yang sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang yang berlaku. 
 Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan 
curio terhadap pengelolaan tanah wakaf seperti Masjid, Mushola, gedung KUA, 
sekolah dan tanah pemakaman secara umum hanya menggunakan sistem 
pengawasan secara fungsional. Sistem pelaksanaan pengawasan perwakafan 
berdasarkan bagi perwakafan dan Kepala KUA Kecamatan Curio sendiri adalah 
sebagai berikut: 
 Pihak KUA menyerahkan sepenuhnya kepada Nadzir yang bersangkutan, 
dibantu oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa, Pihak KUA menunggu laporan 
dari pihak PPN apabila terjadi perubahan atau ada yang mewakafkan tanah 
miliknya atau juga ada sengketa. Jika ada sengketa kepala KUA sekaligus sebagai 
PPAIW menindak lanjuti laporan tersebut dengan menguhungi PPN Desa 
setempat kemudian memanggil Nadzir wakaf tersebut. Nadzir bertanggung jawab 
penuh atas tanah wakaf yang di kelolahnya dan harus melaporkan keadaan dan 
perkembangan dari tanah wakaf yang diserahkan kepadanya. Tetapi selama 
berdirinya KUA Kecamatan Curio  tidak pernah terjadi sengketa sehingga 




C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah 
Wakaf. 
(1) pembahasan 
 Jika membahas mengenai pengelolaan dan pengawasan maka tidak lepas 
dari manajemen. Berikut pemaparan mengenai manajemen pengelolaan dan 
pengawasan dalam hukum Islam. 
1. Manajemen Pengelolaan dalam Hukum Islam 
 Dalam tataran ilmu, manajeman dipandang sebagai kumpulan pengetahuan 
yang dikumpulkan, disistematis dan diterima berkenan dengan kebenaran-
kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktik), 
manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif di tamba dengan skill 
dalam pelaksanaan. 
 Stonner (1986) mengartikan manajeman sebagai proses pencatatan, 
pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dengan anggota 
organisasi (manusia) dan sumber organisasi lainya (materi) untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan.
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 Manajemen merupakan salah-satu disiplin ilmu dan seni mempelajari 
pengaturan dan pengelolaan suatu lembaga mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengaraha-pengarahan sampai kepada proses pengawasan. Pada 
saat ini istilah manajemen banyak diadobsi oleh para pihak dalam berbagai bidang 
kehidupan, orang dengan mudah menganggap bahwa manajem merupakan suatu 
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konsep yang sangat sederhana. Akhirya, orang dengan mudah merangkai kata 
manajemen dengan permasalahan yang harus dipecahkan. 
 Pada negara yang telah maju manajemen dapat memberikan prognosa 
futuris, kecenderungan harapan-harapan yang biasa menjelma dalam kenyataan. 
Mereka berusaha untuk membina dan mempertahankan kemajuan agar meningkat, 
bukan stagnasi. Dan bagi negara yang sedang berkembang mereka berusaha untuk 
menertibkan manajemen agar diperoleh suatu perubahan yang revolusioner. 
Dalam pandangan Islam, segalah sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib 
dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan benar. Sesuatu tidak 
boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam 
ajaran Islam. Arah perkembagan yang jelas, landasan yang mantap dan cara 
mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah 
swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan 
dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran 
Islam.
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 Allah swt di dalam Al-Quran mencintai perbuatan-perbuatan yang 
termenej dengan baik, sebagai mana dijelaskan Firman-Nya QS Ash-Shaff/61:4 
    
    
         
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya 
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 Kokoh disinih bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu 
dengan yang lain. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan. Apalagi 
dilakukan dalam suatu oerganisasi atau lembaga. 
 Kristalisasi pemikiran manajemen islam muncul setelah Allah menurunkan 
risalah-Nya kepada Muhammad Saw, Nabi dan Rasul Akhir Zaman. Pemikiran 
manajemen dalam Islam bersumber nash-nash Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, selain 
itu juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam 
masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensiaonal, ia 
merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya 
berorientasi pada pencapaian manfaat dunia semata. Pada awalnya manajemen ini 
berusaha untuk diwarnai dengan nila-nilai, namun dalam perjalanannya tidak 
mampu. karena ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat 
sempurna komprehensif dan kebenaran. 
 Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur penting lainnya. Yakni 
subjek pelaku, manajemn tidak lain adalah manajer itu sendiri, sedangkan objek 
tindakan, manjemen terdiri atas organisasi, sumber daya insani (SDI), dana, 
operasi/produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Di samping itu, 
manajemen juga memiliki empat fungsi standar, yaitu: fungsi pencatatan 




 Kemudian apa saja yang dibahas dalam manajemen syariah, pembahasan 
pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai 
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keimanan dan ketauhidan. Intinya manajemen syariah membahas perilaku yang 
diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi dan harus dilandaskan iman 
yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya; niat yang ihlas karena Allah 
swt, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariah, dilakukaan dengan penuh 
kesungguhan. Pembahasan Kedua tentang struktur organisasi, dimana manajemen 
syariah membahas struktur, yang merupakan sunatullah dan struktur yang 
berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah swt. Misalnya, Manejer yang baik 
yang mempunyai posisi penting yang strukturnya paling tinggi akan berusaha agar 
ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan 
memberikan kesejagteraan bagi orang lain. Pembahasan Ketiga mengenai sistem, 
sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik.
61
 
a. Teori Manajemen dalam Islam 
 Teori manajemen Islam bersifat universal dan komprehensif, dan memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
 Manajemen dan masyaratakat memiliki hubungan yang sangat erat, 
menajemen merupakan bagian sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, 
etika, akhlak dan kanyakinan yang bersumber dari Islam. 
 Teori manajemn Islam menyelesaikan persoalan kekuasan dalam Islam dalam 
manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan, perbedaan 
level kepemimpinan hanya menunujukkan wewenag dan tanggung jawab. 
Atasan dan bawahan saling bersekutu tanpa ada pertentangan dan perbedaan 
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kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sejenis dan akan diwujudkan 
bersama. 
 Pegawai dan karyawan menjalankan pekerjaan mereka dengan keikhlasan dan 
semangat profesionalisme, mereka ikut berkontribusi dalam menetapa 
keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang merek ikut berkontribusi dalam 
menetapkan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak 
kepada nilai-nilai syariah. 
 Kepemimpinan Islam dibagun dengan nilai-nilai syara dan saling menasehati, 
dan para atasan bisa menerima kritik dan saran demi kemaslahatan 
masyarakat publik. 
 Proses manajemen memiliki 4 variabel yang saling bertalian satu sama 
lainnya, sehingga akan mengahasilkan interaksi yang dinamis dalam sebuah 
manajemen, variable yang dimaksud sebagai berikut; 
 Menyediakan dan menyempurnakan SDI atau materi yang mendukung 
(kekuatan), 
 Anggota Masyarakat konsep dan berpegang teguh pada nilai-nilai akidah 
(amanah) dengan melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual 
mereka, 
 Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, pengawasan dan audit 
terhadap kinerja, 
 Adanya partisipasi pegawai dan masyarakat secara intens, dan ketaatan atas 




b. Sistem Manajemen Pengelolaan 
 Pengelolaan ialah, (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses 
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain; (3) proses 
yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; (4) proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijakan dan pencapaian tujuan.
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 Pengelolaan adalah sama pengertian dengan manajemen, yakni 
pengurusan, sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi 
dan pengelolaan personalia. Fungsi pengelolaan bertujuan mengawasi adalah satu 
atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoperasian yang efektif. Fungsi 
pengelolaan organisasi bertujuan menentukan, mengubah atau melaksanakan 
tujuan dan perosedur administrasi suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu 
atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan. Sedangkan 




 Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting 
dalam pengembangan peradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradiga 
lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian keabadian benda 
wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan 
pada aspek pemenfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda 
wakaf itu sendiri. Untuk mengembangkan dan pengembangan aspek 
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kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan serta adalah sistem manajemen 
pengelolaan yang diterapkan. 
 Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembagan 
paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilakan 
lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa di lihat 
pada aspek-aspek pengelolaan: 
a. Kelembagaan 
  Untuk mengelola benda wakaf secara produktif, yang pertama harus 
dilakaukan adalah perlunya pembentukan suatu badan lembaga yang khusus 
mengelolah wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberih nama Badan Wakaf 
Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia ini secara organisatoris harus bersifat 
independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, rengulator, 
motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf 
baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang ada diindonesia 
sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. 
 Selain lembaga BWI yang akan menjadi pioneer pengelolaan wakaf, 
lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada selain harus ditata sedemikian rupa agar 
bisa menjalankan tugas-tugas kenadziran secara lebih maksimal. 
b. Pengelolaan Operasional 
 Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah 
batasan atau garis kebijakan dalam pengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu 
yang lebih bermanfaat bagi kepentingan dan menentukan berhasil tidaknya 




seluruh rangkaian program kerja (action plan) yang dapat menghasilkan sebuah 
produk (barang atau jasa). Standar keputusan operasional merupakan tema pokok 
dalam operasi kelembagaan nazhir yang ingin mengelola secara peroduktif. 
Keputusan yang dimaksud disinih berkenaan dengan lima fungsi utama 
manajemen yaitu proses, kepastian, sediaan (investory), tenaga kerja dan mutuh. 
 Proses, keputusan mengenai proses, termaksud proses fisik, berkenaan 
dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Juga 
menyangkut tipe peralatan dan teknologi, atau proses, menyusun fasilitas dan 
aspek-aspek lain yang menyangkut peralatan secara fisik atau fasilitas jasa. 
Kapasitas, keputusan mengenai kepastian diperlukan untuk menghasilkan jumlah 
produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Sdiaan, 
keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa 
banyak, dan kapan sipesan. Sistem pengendalian sediaan dipakai untuk mengatur 
bahan-bahan mulai dari pembeliannya sebgai bahan mentah, proses pembuatan, 
sampai menjadi barang jadi. Tengah kerja, pengelolah SDM merupakan hal yang 
sangat penting dalam operasional lembaga knadziran, mengingat tidak ada suatu 
yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. Mutu, salah satu fungsi 
terpenting dari bagian operasional adalah bertanggung jawab atas mutuh barang 






 Dalam mengelolah benda-benda wakaf, maka peran kehumasan 




 Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir 
professional bentuk-bentuk dapat dikembangkan dan hasilnya untuk 
kesejahteraan masyarakat banyak. 
 Menyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda 
yang ingin diwakafkan dapat dikelolah secara baik atau tidak. Dan peran 
kehumasan juga dapat menyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik 
menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik. 
 Memperkenalkan aspek wkaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala 
oriente, tetapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam dangat 
menonjolakan aspek kesejagteraan bagi umat manusia lain, khususnya 
kalangan yang kurang yang mampu. 
d. Sistem Keuangan 
 Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan 
manajemn lembaga kenazhiran sangat terkait dengan 
 Akuntansi, pada awalnya akuntansi lebih diwarnai dan relative terbatas 
pada aspek pertanggung jawaban belaka. Namun dalam perkembangannya, 
akuntansi mengalami transpormasi sebagai salah satu satu sumber informasi 
dalam mengambil keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya pada 
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bentuk dan kendungan laporan. Bila dalam tahap awal ada penekanan yang lebih 
pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek labah rugi. Sebagian 
bear lembaga wakaf memakai format yayasan lebih bernuansakan sosial dan 
nirlaba, dari pada komersial dapat memakai pendekatan akuntansi data. 
 Auditing, yang dimaksud dengan auditing adalah bahwa pihak pelaksanaan 
(nazhir/pengelola harta wakaf) melaporkan secara terbuka tugas dan amanah yang 
diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendegarkan
65
  
2. Pengawasan dalam presfektif Hukum Islam 
a. Pengertian dan pembahasan 
 Pengawasan datu pengendalian disefenisikan sebagai suatu upaya 
sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan 
untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi 
yang sesunghuhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah 
ada penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 
untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi terlah digunakan dengan 
cara palimg efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi. 
 Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang 
tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan 
(control) dalam ajaran islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua 
hal. 
 Pertama, control yang dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 
keimanan kepada Allah Swt. Seorang yang yakin bahwa Allah swt pasti mengawsi 
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hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, yakni bahwa Allah 
yang kedua dan ketika berdua, ia yakin allah yang ketiga. 
 QS Mujadilah/58:7 
       
     
      
      
     
      
     
   
     
      
Terjemahnya: 
Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada dilangit 
dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 
melainkan melainkan dialah yang keempatnya. dan tidak ada lima orang, 
melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau 
lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di manapun mereka 
berada. kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat 




  Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan 
tersebut juga dilakukan dari luar diri sendirih. Sistem pengawasan itu dapat terdiri 
atas mekanisme pegawasan dari pemimpim yang berkaitan dengan penyelesaikan 
tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan 
perencanaan tugas, dan lain-lain. 
 Sebuah contoh pengawasan pada zaman Rasulullah Saw, berkaca pada 
sejarah hidup, Rasulullah Saw, melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu 
dalam hidup. Jika ada seorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu, 
Rasulullah menegur sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan. Rasulullah 
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pernah melihat seorang yang wudhunya kurang baik, ia langsung menegur pada 
saat itu juga. 
b. Persyaratan Pengawasan 
1. Pengawasan membutuhkan perencanaan 
 Jelaslah kiranya, bahwa sebelum teknik pengawasan dapat dipergunakan 
atau disusun sistemnya, pengawasan harus didasarkan kepada perencanaan dan 
bahw perencanaan yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih terpadu akan 
meningkatkan efektifitas pengawasan. 
2. Pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas 
 Pengawasan yang bertujuan untuk mengukur aktivitas dan dilaksanakan. 
Untuk itu harus diketahui orang yang bertanggung jawab atas terjadinya 
penyimpangan rencana dan yang harus mengambil tindakan untuk membentuknya 
c. Teknik Pengawasan 
1. Teknik Pengawasan Tradisional: Anggaran 
 Penganggaran adalah perumusan rencana dalam angka-angka untuk priode 
tertentu dimasa depan. Dengan demikian, anggaran adalah laporan tentang hasil-
hasil yang diantisipasikan dalam rangka keuangan, seprti dalam anggaran 
penghasilan dan pengeluaran serta anggaran modal atau dalam istilah yang non 
keuangan seperti dalam anggaran jam tenaga kerja langsung, bahkan baku, 
volume penjualan fisik atau produksi unit. 
2.  Teknik pengawasan tradisiona: non anggaran 
 Tentu saja banyak sarana pengawasan tradisional yang tidak ada 




hubungannya dengan pengawasan anggaran. Sarana yang paling penting 
diantaranya adalah data statistic, laporan dan anlisis khusus, analisis tentang titik 
pulang pokok, audit operasional, observasi personal, dan analisis jaringan waktu 
kejadian. 
d. Fungsi Pengawasan menurut Hukum Islam 
 Fungsi menejerial pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi prestasi 
kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan 
rencana yang di desain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Pengawasan 
membutuhkan persyaratan adanya perencanaan yang jelas dan matang serta 
struktur organisasi yang tepat. Dalam konteks ini, implementasi syariah 
diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:
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1. Ketakwaan individu. Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan di 
bina agar menjadi SDM yang bertaqwa. 
2. Control anggota. Dengan suasana yang mencerminkan formula TIM, maka 
proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan 
dari para SDM nya agar sesuai dengan arah yang lebih ditetapkan 
3. Penerapan (Supremasi) aturan. Oraganisasi ditegakkan dengan aturan main 
yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan 
syariah Islam.  
(2) Analisis Penulis tentang Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di 
KUA  Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 
 Seorang yang menjadi nadzir wakaf tidak mudah karena seorang nadzir 
mempunyai tanggung jawab untuk menjaga serta mengelola tanah wakaf yang 
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kemudian hari dijadikan sebuah bagunan yang berbentuk masjid, mushola, tanah 
pemakaman dan sekolah serta kantor (KUA), nadzir pun mempunyai tugas 
mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melakukan pengadministrasian 
benda wakaf, mengawasi dan melindungi benda wakaf, dan melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
 Pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah KUA kecamatan Curio 
belum semuanya begitu berjalan lancar sebagaimana penulis mengadakan survei 
secara langsung bahwa pada kenyataanya seperti terjadi pada tanah 
pemakaman/kuburan yang memiliki jumlah yang begitu banyak yaitu 24 lokasi, 
kesemuanya belum memiliki sertifikat dan juga belum memilki Akta Ikrar Wakaf 
(AIW), KUA melalui setiap kepala desa telah meminta kepada Nadzir untuk 
mensertifikasi tanah tersebut untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan 
dikemudian hari. Kemudian dari sekian banyak masjid dan mushola sangat jarang 
kegiatan diadakan hanya untuk shalat berjamaah belajar mengajar mengaji di 
TKA/TPA, 
 Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila nazhir bekerja sama dengan 
pihak KUA Kecamatan Curio dan berusaha mengindahakan apa yang disampaikan 
KUA, karna seperti telah dijelaskan diatas bahwa nadzir diminta untuk 
melengkapi AIW dan juga setifikat, tapi setelah beberapa tahun tak satupun ada 
nadzir tanah pemakam yang datang menghadap untuk mengurus tanah wakafnya. 





 Masyarakat di kecamatan curio juga masih beraggapan tanpa sertifikat dari 
tanah wakaf kedudukan dari tanah tersebut cukup kuat, atau kepastian hukumnya 
terjamin. Salama ini masyarakat sudah terbiasa dan akrap dengan tatacara 
sederhana dalam berbagai hubungan antar mereka, termasuk hubungan hukum. 
Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis. Bantuan kepalah desa atau 
pejabat lain di sekitarnya  sudah merupakan legalitas yang kuat. Dengan demikian 
lembaga pendaftaran tanah/pembuatan sertifikat merupakan suatu yang baru bagi 
mereka. Mungkin mereka harus berulang-ulang berurusan dengan kepala desa, 
KUA kecamatan, camat dan kantor agraria. Oleh karna itu secara sederhana 
mereka akan membuat kalkulasi, berhitung-hitung berapa banyak tenaga, waktu 
dan biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan 
pendaftaran tanah. Dilaian pihak mereka juga akan melihat manfaat apa yang 







 Berdasarkan pembahasan diatas sebelumnya, penulisa menyajikan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengelolan tanah wakaf diwilayah Kecamatan Curio sudah memadai 
hanya saja dalam pengusahaaan belum semaksimal, sehingga belum ada 
peningktan tanah wakaf, hal ini disebabkan karna dari Nadzir sendiri 
kurang memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk 
pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan. 
Pengawasan tanah wakaf pihak KUA Kecamatan Curio melalui pejabat 
desa yaitu kepala desa untuk memsetifikasi tanahnya dalam hal ini yang 
lebih ditekankan adalah tanah pemakaman yang belum memiliki AIW agar 
segera mendaftarkan, agar bukan hanya dianggap klaim dari masyarakat 
saja. Untuk mengindari kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari.  
2. Ditinjau dari pandangan hukum Islam pengelolaan dan pengawasan tanah 
wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah berjalan dengan baik dan sesuai 





pengatahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan, serta 
kurangnya akademik baik itu berupa sumbangan materi atau moril, 
kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian Nazir terhadap apa yang 
disampaikan KUA, dan dari pihak KUA yang kurang memberi perhatian 
terhadap pelatihan mengenai nadzir apalagi berkaitan dengan masalah 
sertifikat. 
B. Saran-saran 
 Dalam hal pengelolaan tanah wakaf hendaklah menggunakan sistem 
manajemen sehingga mendekati hasil yang baik. Untuk para Nadzir lebih 
berupaya semaksimal mungkin supaya bila memnsertifikat tanahnya. 
 Kepada pihak terkait dalam hal ini KUA mengadakan penyuluhan, 
pelatihan kepada para Nadzir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas agar 
lebih produktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Dan juga dalam 
setiap data mengenai perwakafan diharapkan agar ditata dan diarsipkan agar lebih 
mudah untuk dicari apabila suatu saat diperlukan. 
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